
KARANGANYAR (KR) - Pemba-

ngunan rumah pensiun Presiden Joko

Widodo (Jokowi) di Jalan Adi Sucipto,

Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu,

Kabupaten Karanganyar, Jawa

Tengah mulai berjalan, ditandai de-

ngan peletakan batu pertama.

Camat Colomadu Dwi Susilo Adi di

Karanganyar, Senin (1/7) mengatakan,

peletakan batu pertama dilakukan

Senin kemarin secara tertutup. "Njih

(iya). Tadi saya konfirmasi, acara ber-

langsung sampai dengan jam 09.00 pa-

gi, terus langsung selesai, kajang (ten-

da) dibongkar dan dari Paspampres di-

larang mengambil foto dan drone,"

katanya.

Ia mengaku tidak memperoleh un-

dangan terkait acara tersebut.

"Sepertinya tidak ada yang diundang,

sepertinya agenda keluarga calon

pemilik rumah," katanya.

Sebelumnya, lahan seluas 12.000

meter persegi tersebut dibersihkan se-

lama seminggu untuk selanjutnya di-

lakukan proses pembangunan. Pada

minggu lalu ia juga sempat meninjau

lokasi pembangunan rumah Presiden

Jokowi. Ia mengatakan luas lahan

yang akan dibangun sekitar 12.000

m2. "Jadi dari luar ada info beda yang

simpang siur. Memang ada penamba-

han dari sebelumnya dari seluas 9.000

m2," katanya.

Dwi Susilo mengatakan, kontraktor

atau atau pengembang pembangunan

rumah tersebut PT Tunas Jaya Sanur.

Sebelumnya, Sekretaris Kemen-

terian Sekretariat Negara Setya

Utama mengatakan, Presiden Jokowi

memilih sendiri lokasi rumah pensiun

di Karanganyar, yang diberikan ne-

gara setelah menanggalkan jabatan

presiden. "Presiden sendiri yang me-

minta dan memilih lokasi rumah ke-

diaman beliau. Pertimbangannya beli-

au sendiri dan keluarga tentunya yang

mengetahui," kata Setya melalui pesan

singkat kepada wartawan di Jakarta.

Untuk luas lahan rumah pensiun

presiden tersebut, kata Setya, sesuai

pagu anggaran yang ditentukan.

Besaran anggaran tersebut diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan

(Permenkeu) Nomor 120/PMK.06/2022

tentang Penyediaan, Standar Kela-

yakan, dan Perhitungan Nilai Rumah

Kediaman bagi Mantan Presiden

dan/atau Mantan Wakil Presiden RI.

"Rumah bisa langsung ditempati dan

menjadi hak milik, bisa diwariskan

kepada ahli waris beliau," ujar Setya.
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JAKARTA (KR) - Selama tahun

2024 berdasarkan data per 31 Mei ka-

sus korupsi yang diproses Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) ada

100 orang tersangka. Menurut Ketua

sementara KPK, Nawawi Pomolango,

mengenai 100 orang tersangka itu ber-

asal dari 93 perkara tindak pidana ko-

rupsi yang ditangani KPK, yang telah

masuk tahap penyidikan.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja

antara KPK dengan Komisi III DPR RI

di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin

(1/7). Pada kesempatan itu, Nawawi

menyebutkan, masih ada proses

hukum tindak pidana korupsi yang

berada pada tahap penyelidikan.

"Lebih jelasnya ada 93 kegiatan

penyidikan, 53 penuntutan, ada 61

perkara yang telah berkekuatan

hukum tetap dan ada 50 perkara yang

sudah dieksekusi," papar Nawawi.

Ia mengungkapkan, jumlah perkara

tertinggi yang ditangani KPK selama

2024 itu soal tindak pidana korupsi ter-

hadap pengadaan barang dan jasa,

yakni sebanyak 43 perkara dari

perkara keseluruhan. Kemudian dari

100 tersangka, pelaku tindak pidana

korupsi yang paling banyak adalah pe-

jabat negara, mulai dari eselon I hingga

eselon IV.

Terkait hal itu, menurut Nawawi,

KPK menyiapkan Deputi Penindakan

untuk langsung memberikan klari-

fikasi jawaban atas materi-materi

penindakan. Selain itu, ia menyam-

paikan, selama tahun 2024 ini, KPK

telah mengembalikan kerugian ke-

uangan negara atas kasus korupsi ke

kas negara sebesar Rp 296,5 miliar,

berdasarkan data per 31 Mei.

"Jumlah pengembalian yang paling

besar berasal dari uang pengganti," ka-

ta Nawawi seraya menyebutkan, se-

jauh ini tren peningkatan pengem-

balian kerugian negara yang di-

lakukan KPK mengalami peningkatan

pada tahun 2021 hingga 2022. Namun,

pada tahun 2023, angka pengembalian

kerugian negara mengalami penu-

runan.

Menyinggung soal fokus pemberan-

tasan korupsi oleh KPK, menurut

Nawawi, dititikberatkan kepada lima

sektor, yakni korupsi terkait sumber-

daya alam, dunia bisnis, korupsi poli-

tik, penegakan hukum dan pelayanan

publik. Oleh karena itu, KPK terus

mengoptimalkan pengembalian aset

hasil tindak pidana korupsi ke kas ne-

gara.

"Ini di antaranya dengan meningkat-

kan asset tracing, uang pengganti dan

pengelolaan barang sitaan agar terjaga

nilai ekonomisnya," tandasnya.

Dalam raker dengan Komisi II DPR

RI, Wakil Ketua KPK Alexander Mar-

wata mengungkapkan, koordinasi dan

supervisi antara lembaga antirasuah

itu dengan Polri dan Kejaksaan Agung

RI tidak berjalan baik. Hal ini, menu-

rutnya, ego sektoral antar lembaga-

lembaga tersebut masih terjadi, sehing-

ga menghambat koordinasi.       (Ful)-d
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JAKARTA (KR) - Polda Metro Jaya

menegaskan, hingga saat ini penangan-

an kasus Firli Bahuri tetap profesional,

transparan dan akuntabel.

"Yang jelas penyidikan dalam

penanganan perkara aquo dilakukan se-

cara profesional, transparan dan akunt-

abel," kata Direktur Reserse Kriminal

Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol

Ade Safri Simanjuntak saat dikonfir-

masi di Jakarta, Senin (1/7).

Penegasan tersebut sebagai respons

terhadap keinginan pihak Firli untuk

meminta Surat Perintah Penghentian

Penyidikan (SP3) dalam dugaan kasus

pemerasan oleh mantan Ketua Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) itu ke

mantan Menteri Pertanian Syahrul

Yasin Limpo (SYL).

Dikatakan, soal pihak Firli yang

menyebut tidak terpenuhinya alat bukti

atas sangkaan yang dituduhkan, Ade

menyebutnya telah mengantongi alat

bukti dalam kasus tersebut. "Penyidik

dalam penanganan perkara aquo,

bukan saja mengantongi dua alat bukti

yang sah, bahkan empat alat bukti,"

katanya.

Ade Safri menambahkan, pihaknya

akan memproses kasus ini secara profe-

sional, prosedural dan tuntas.

Sebelumnya, kuasa hukum mantan

Ketua KPK Firli Bahuri, Ian Iskandar

menyebutkan, pihaknya mengikuti se-

mua proses terkait perpanjangan

pencekalan selama enam bulan atau

sampai 25 Desember 2024. "Kita ikuti

saja prosesnya, tetapi alangkah elok dan

bijaksananya dalam perkara ini

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya secara

profesional untuk mengeluarkan SP3,"

katanya.

Alasan Ian meminta polisi untuk me-

ngeluarkan SP3 adalah tidak adanya

bukti pemerasan Firli Bahuri ke man-

tan Mentan SYL. "Tentu ada dasar

hukumnya. Pasal 109 ayat 2 KUHAP

yang menyatakan penyidik wajib me-

ngeluarkan SP3 terhadap suatu perkara

dikarenakan tidak terpenuhinya alat

bukti atas sangkaan yang dituduhkan,"

kata Ian.

Ian juga menanggapi terkait adanya

aliran dana Rp 1,3 miliar dari SYL kepa-

da Firli Bahuri. Ia menjelaskan semua

sudah diklarifikasi di persidangan. "Kan

sudah semuanya diklarifikasi sama

penyidik, apakah secara substansial

memuat kebenaran? Kan tidak," ka-

tanya.

"Menuduh memeras tapi bersaksi mo-

tifnya persahabatan, menuduh jadi ter-

dakwa karena tidak memenuhi keingi-

nan Pak Firli Bahuri. Artinya belum ada

perbuatan yang dipenuhi," kata Ian. 
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POLDA METRO JAYA TEGASKAN

Penanganan Kasus Firli Bahuri Profesional

DATA HINGGAAKHIR MEI 2024

KPK Proses 100 Orang Tersangka
PENDAFTARAN CAPIM KPK

Pansel Bantah Tak Diminati
JAKARTA (KR) - Ketua Panitia

Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pem-

berantasan Korupsi (KPK) Muhammad

Yusuf Ateh membantah anggapan

pendaftaran posisi strategis di lembaga

antirasuah itu tak diminati masyara-

kat.

Hingga Senin, 1 Juli 2024, tercatat

baru 10 orang mendaftarkan diri seba-

gai Capim dan 16 orang sebagai Calon

Dewas KPK. "Kan baru mulai (masa

pendaftaran). (Banyak orang) sudah

buat akun kok," kata Yusuf ketika dite-

mui di Istana Kepresidenan, Jakarta,

Senin (1/7).

Menurutnya, para pendaftar pasti

memerlukan banyak waktu untuk

menyiapkan dokumen yang diperlukan.

Itu bukan berarti pendaftaran Capim

dan Calon Dewas KPK sepi peminat.

"Kan (perlu) dokumen. Nanti (mendaf-

tar melampirkan) dokumen. Kan perlu

waktu itu, biasalah," ucapnya.

Yusuf meminta masyarakat sabar

menunggu karena dirinya meyakini

akan banyak orang yang tertarik

mengisi jabatan di KPK. "Pokoknya

tunggu saja. Tunggu saja. Percayalah,"

ujarnya.

Pendaftaran Capim dan Calon Dewas

KPK dibuka selama 20 hari, yaitu pada

26 Juni hingga 15 Juli 2024. Artinya pa-

da Senin, maka masa pendaftaran ting-

gal 14 hari lagi. Untuk mendaftar seba-

gai Capim dan Calon Dewas KPK, pen-

daftar harus terlebih dahulu membuat

akun di laman https://apel.setneg.go.id/.

Pada Senin, sebanyak 318 aktivitas reg-

istrasi akun untuk mendaftarkan diri

sebagai Capim dan Calon Dewas KPK

periode 2024-2029 tercatat pada sistem

berbasis elektronik tersebut.

Nantinya setelah melalui proses

pendaftaran dan tahapan selesi lain-

nya, akan dipilih 10 nama Capim dan

10 nama Calon Dewas KPK yang akan

disampaikan kepada Presiden untuk

kemudian diteruskan ke DPR RI. 
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DI ATAS TANAH 12.000 M2, DI KARANGANYAR

Rumah Pensiun Presiden Jokowi Mulai Dibangun

KR-Antara/Aris Wasita

Lahan bakal rumah pensiun Presiden Joko Widodo di Kabupaten

Karanganyar, Jawa Tengah. 

BSSN PEGANG KENDALI PENGAWASAN

Hadi Pastikan PDNS 2
Pulih Juli Ini

Upaya yang dilakukan

Hadi dan jajaran Kemen-

terian Komunikasi dan

Informatika serta Badan

Siber Sandi Negara

(BSSN) yakni mem-back-

up atau mencadangkan

PDNS 2 dengan cold site

yang akan ditingkatkan

dengan hot site di Batam.

"Ini membahas tindak

lanjut perintah Bapak

Presiden agar seluruh la-

yanan publik dapat kem-

bali normal pada Juli

2024," kata Hadi dalam

jumpa pers di kantor

Menko Polhukam RI Ja-

karta Pusat, Senin (1/7).

Seperti diketahui, hot

site adalah sistem yang

mengatur penggunaan

data cadangan lokasi fisik

alternatif. Tidak sampai

di situ, pihak Menko

Polhukam juga mengu-

payakan perlindungan

data yang berlapis dari di

PDNS 2 dengan cloud

yang dipantau langsung

oleh BSSN.

"Setiap pemilik data

center juga memiliki

backup, sehingga paling

tidak ada tiga lapis sam-

pai empat lapis backup

tersebut, kemudian juga

akan kita backup dengan

cloud cadangan," terang

Hadi.

Dengan demikian, lan-

jut Hadi, data yang bersi-

fat statistik dari setiap in-

stansi bisa dicadangkan

di cloud, sehingga data di

PDN tidak penuh.

Dengan pengerahan hot

site sebagai penyedia ca-

dangan data, Hadi yakin

seluruh situs kementeri-

an ataupun lembaga yang

datanya di PDNS 2 bisa

kembali beroperasi.

Sebelumnya, pada Se-

nin (24/6), pemerintah

melalui BSSN serta

Kemenkominfo mengi-

dentifikasi sebanyak 211

instansi yang terdampak

insiden serangan siber

PDNS 2. Pada Selasa

(25/6), teridentifikasi ada

sebanyak 282 instansi

yang terimbas insiden

PDNS 2.

Namun, pada Rabu

(26/6), tercatat sudah ada

sebanyak 44 instansi

yang siap untuk melaku-

kan pemulihan data, se-

mentara sisanya masih

dalam proses. Dari semua

itu, lima instansi telah

melayani kembali masya-

rakat setelah melakukan

migrasi data.

Pada kesempatan itu,

Menko Polhukam Hadi

Tjahjanto mengatakan,

BSSN akan memegang

kendali dalam pengawas-

an Pusat Data Nasional

Sementara (PDNS) 2.

"BSSN juga akan terus

meningkatkan keamanan

siber dengan cara me-

nyambungkan ke koman-

do kendali BSSN yang

ada di Ragunan," kata

Hadi.

Hal tersebut, kata Ha-

di, perlu agar pengawas-

an PDNS 2 bisa di-

lakukan dengan mudah

karena terkoordinasi de-

ngan BSSN. Pemantauan

oleh BSSN, lanjutnya,

akan mencakup data

hingga aktivitas pegawai

di PDNS 2 dalam meneri-

ma notifikasi tertentu.

Tidak hanya itu, BSSN

juga akan mengawasi

penggunaan password

(kode keamanan) di inter-

nal PDNS 2. Hal tersebut,

menurut Hadi, perlu di-

awasi karena salah satu

penyebab diretasnya

PDNS 2 adalah penggu-

naan password yang ter-

deteksi.

"Dari hasil forensik, ka-

mi sudah bisa menge-

tahui siapa user yang se-

lalu menggunakan pass-

word-nya dan akhirnya

terjadi permasalahan

yang sangat serius ini,"

ujar Menko Polhukam.

Dengan melibatkan

BSSN dalam pengawas-

an, ia yakin keamanan

data instansi pemerintah

yang ada di dalam PDNS

2 makin terjaga. 
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JAKARTA (KR) - Menteri Koordinator
Bidang Politik Hukum dan Keamanan
(Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto
memastikan layanan Pusat Data Nasional
Sementara (PDNS) 2 pulih bulan ini. 


